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ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH BELUM BERSERTIPIKAT DAN
PENDAFTARAN HAKNYA DI KANTOR PERTANAHAN
(Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)

CHRISTIANY R. TAMBUNAN
NPM : 09.840.0041

Tanah adalah harta benda yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
Karena itu jual beli tanah adalah salah satu cara peralihan hak atas tanah, baik
untuk tanah yang belum bersertipikat maupun tanah yang bersertipikat. Menurut
ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-
pokok agraria yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli tanah dilakukan dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah guna pendaftaran tanah tersebut.

Dalam prakteknya jual beli tanah masih menggunakan Hukum Adat.
Sebahagian masyarakat melakukan jual beli tanah secara lisan atas dasar saling
mempercayai dan secara tertulis dibawah tangan. Sebahagian masyarakat
menggunakan cara tunai dan terang yaitu melakukan jual beli tanah yang belum
bersertipikat dengan surat adat atau semacamnya yang dilakukan dihadapan
Kepala Desa ztau Lurah.

Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli tanah
yang belum bersertipikat, untuk mengetahui proses pendaftaran tanah yang belum
bersertipikat dan untuk mengetabui hambatan dan kendala dalam proses
pendaftaran aias hak. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan
(Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber
bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-
bahan kuliah dan juga Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan
melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kantor
pertanahan kota medan.

Proses jual beli tanah yang belum bersertipikat pada saat ini akan menjadi
kendala sebagai pembuktian atas kepemilikan suatu hak atas tanah, dikarenakan
tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan. Mekanisme jual
beli tanah jadi akan sangat sulit dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jadi ada
baiknya masyarakat harus membuat dan mendaftarkan tanahnya agar memiliki
sertipikat sebagai bukti kepemilikan hzk atas tanah yang kuat.
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BAB1
PENDAHULUAN

Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia
sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia
hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga
setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua
kegiatan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah.
Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya tetapi pada saat
meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya. Hal ini
memberikan pengertian bahwa pentingnya tanah bagi kehidupan di mana manusia
selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah.

Di Indonesia tanah mempunyai arti penting dan strategis bagi kehidupan
rakyatnya. Tanah vang membernkan kehidupan karena disinilah setiap orang
bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tempat mendirikan
rumah untuk menyelenggarakan tata kehidupan berketurunan, beranak, bercucu
yang akhimya tanah pula tempat orang dikebumikan setelah orang meninggal
dunia sebagai tempat peristirahatan terakhir, sehingga dalam masyarakat adat
tanah memiliki sifat religius. :

Mengingat bahwa hubungan religius antara orang Indonesia dengan tanah
masih ada, dan tidak hanya meliputi hubungan individual antara vang
bersangkutan saja, tetapi menjelma juga sebagai peraturan-peraturan adat.

Dilihat dari sisi hukum adat, masalah tanah mempunyai arti yang penting,
disebutkan oleh Soerojo Wignjodipuro, adanya dua sebab tanah mempunyai

kedudukan penting dalam hukum adat yaitu :
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status tanah yang dimilikinya, tentu akan terjamin pula kepastian hukumnya atas
tanah tersebut.

Demikian pula bila tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, kedua
pihak merasa yakin tidak akan terjadi sengketa dikemudian hari mengenai tanah
tersebut, disamping aken memudahkan dalam tata cara dan proses penjualan tanah
tersebut. Mengenai peralihan tanah itu, tidak hanva pihak penjual dan pihak
pembeli yang berkepentingan, bahkan ada pihak lain yang mempunyai
kepentingan terhadap tanah tersebut akan memperoleh keterangan secara lebih
mudah dan tidak timbul keragu-raguan lagi.

Kepemilikan tanah tidak hanya menyangkut jangka waktu yang panjang,
tapi juga menyangkut kepentingan pihak lain, maka tidak adanya sengketa tanah
adalah hal yang diharapkan oleh semua pihak, karena sengketa tanah akan
merugikan para pihak yang bersangkutan dengan banyaknya biaya yang
dikeluarkan serta waktu yang tersita untuk menyelesaikan sengketa tersebut
terbilang cukup panjang dan mahal.

Mengingat pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat bukti hak
atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Noraor 24 Tahun 1997
tentang pendaftaran tanah sebagai peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah seperti
yang diharapkan dalam Pasal 19 UUPA.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap kali terjadi
perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan status hak atas tanah harus

didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan hak tersebut adalah Pejabat Pembuat
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berada didalam kekuasaan pemilik tanah, seperti ada dirumah diatasnya atau
ditanami dengan tanam tumbuh (tanah ladang).

Kalaupun ada tanah yang mempunyai alat bukti tertulis, itupun berupa
pembayaran pajak bumi dan bangunan, yang harus dibayar pemilik setiap bulan.
Simpang siur tentang tata cara jual beli tanah dapat dilihat dengan mudahnya
transaksi tersebut.

Pertama, disini pihak penjual yang memiliki tanah dan pihak pembeli
cukup bersepakat atas harga tanah yang dijual tersebut, kemudian pihak pembeli
akan memberikan sejumlah uang sebagai tanda pembayaran kepada pihak penjual
dan pihak penjual menyerahkan tanah tersebut tanpa sehelai tanda terima atau
surat apapun, mereka melakukannya atas saling percaya dan pihak pembeli
langsung menempati tanah dan menggarap tanah yang dibelinya. Transaksi jual
beli secara lisan ini biasanya dilakukan oleh para pihak vang sudah saling
mengenal satu dengan lainnya dalam suatu kekerabatan yang kental.

Kedua, cara transaksi jual beli tanah ini sebenarnya juga dilakukan secara
lisan, tapi sebagai tanda pelunasan pembelian tanah maka pihak pembeli
menyerahkan selembar kwitansi yang berisi sejumlah uang vang telah mereka
sepakati sebelumnya dengan pihak penjual. Keraudian pihak pembeli akan
menempati tanzh yang dibelinya atau langsung menggarap tanah tersebut.

Kedua cara diatas menunjukkan bahwa masyarakat daiam melakukan jual
beli tanah yang belum bersertipikat tidak mempunyai pedoman secara legal
bahkan seolak-olah mereka tidak mengetahui tata cara yang menjadi aturan
hukum bahkan juga tidak memperdulikan aturan hukum adat yang perah menjadi

pedoman kehidupan bermasyarakat. Ironisnya masyarakat menganggap tata cara
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B. Alasan Pemilihan Judul
Pada saat sekarang ini sering kali masyarakat melakukan jual beli tanah

yang belum memiliki hak atas tanah resmi yang telah didaftarkan pada kantor
pertanahan, karena alasan ini maka alasan penulis melakukan pemilihan dari judul
tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli tanah belum bersertipikat.

2. Untuk mengetahui proses pendaftaran hak atas tanah belum bersertipikat.

3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala proses pendaftaran hak atas

tanah.

C. Permasalahan
Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan
vang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun
permasalahan dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana mekanisme jual beli tanah belum bersertipikat ?
2. Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah belum bersertipikat ?

3. Bagaimana hambatan dan kendala proses pendaftaran hak atas tanzh ?

D. Hipotesa
Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam
melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu
kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-

dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau
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E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

L.

(98]

Sebagal penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum
keperdataan tentang jual beli tanah yang belum bersertipkat dan
pendaftaran haknya di kantor pertanahan.

Sebagai sumbangsih kepada masyarakat agar dapat membaca dan
mengetahui tentang pentingnya membuat sertipikat untuk hak atas tanah
sebagai bukti kepemilikan yang sangat kuat dan nyata.

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Metode Penelitian

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnyalah didukung oleh data-data,

demikian juga dengan penulisan skripst ini penulis berusaha untuk memperoleh

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripst ini

setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka

penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

L.

2.

Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan
penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah
hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan
dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kantor pertanahan kota

medan.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis

membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdin dari beberapa

bagian vang mempunval hubungan yang erat antara yang satu dengan vyan
g yang pumn} g

lainnya. Sistematika penulisan atau cambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa

bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun

susunannya sebagai berikut:

BAB I

BABII

BAB III

: PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang
mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan
ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul,
Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penclitian, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.

"TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI TANAH

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini
pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya.
Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan
Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Tanah, Jual Beli Tanah
Sebelum Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dan Jual
Beli Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

: TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini

pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya.
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I

[N°]

Objek tanah yang berbeda, untuk sistem hukum barat, tanah dengan hak
barat yaitu hak eigendom, hak erfpactht, hak opstal, dan lain-lain.
Sedangkan sistem hukum adat, tanah hak adat yang sebahagian besar tidak
mempunyai bukti tertulis.

Subjek/Pemilik hak atas tanah. Sistem hukum barat, tanah-tanah tersebut
dimiliki oleh golongan eropa atau yang dipersamakan dengan itu,
contohnya golongan pribumi yang menundukkan diri dengan sukarela
pada hukum barat dan golongan timur asing. Dan sistem hukum adat,
tanah dimiliki oleh golengan pribumi yang hidup turun temurun diatas
tanah tersebut, meninggali dan menggarapnya yang banyak tersebar
dipelosok-pelosok desa.

Cara pelepasan haknva. Sistem hukum barat, jual beli tanah sebagai
bentuk dari perjanjian konsensuil dan obligator yang menggunakan dua
cara penyerahannya, vaia penverahan nyata yang belum menvebabkan
berpindahnya hak atas tzniah dan penyerahan yuridis yang memindahkan
hak milik atas tanah, dalam hal ini setelah jual beli tersebut didaftarkan
pada Pejabat Balik Nama. Sementara itu sistem hukum adat, jual beli tanah
merupakan perbuatan hukum dimana setelah pembayaran tunai dilakukan
oleh pembeli kepada penjual, maka hak atas tanah tersebut secara otomatis
sudah berpindah dari per;jual kepada pembeli, disini tidak ada pendaftaran

tanah seperti pada sistem hukum barat.
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milik, yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Indoresia yang
dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT.*®

Setiap orang tentu memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang
perubahan zaman kehidupan manusia, tentang kebutuhan manusia, juga tentang
perkembangan yang semakin modermn, yang semakin lama para masyarakat terus
mengikuti perkembangan zaman tersebut tanpa tahu efek atau kensckensi hal
tersebut.

Berbeda dengan pendapat Saleh Adiwinata adalah pendapat Boedi
Harsono bahwa, “dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang terbuka,
lembaga jual beli misalnya, mengalami modernisasi dan penyesuaian tanpa
mengubah hakekatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah
dengan pembayaran harganya secara tunai, serta sifatnya dan cirinva sebagai
perbuatan yang rill dan terang.”

Dalam Pasal 37 ayat ! Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
menyatakan yaitu peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) vang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Mengenai hubungan jual beli tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) dan Hukum Adat, Harun Al Rasyid mengatakan bahwa, “jual beli dalam

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah jual beli yang sesuzi dengan

z: Boedi Harsono 1 Op Cit Hal. 539
id Hal. 208
UNIVERSITA§b I‘\%]EIDAIQ AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 22
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izmyergyﬂ:ﬁir‘iﬁxl\élsg%&&e&ma acid)10/7/24



Christiany R. Tambunan - Aspek Hukum Jual Beli Tanah yang Belum....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZK%Pe'QQ’FFBH‘iW\é'SS&%‘}V&rna acid)10/7/24



Christiany R. Tambunan - Aspek Hukum Jual Beli Tanah yang Belum....

it.

Tanah yang sudah didaftarkan menurut peraturan sebelum
berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 meliputi :

Grose Akta hak eigendom yang diterbitkan oleh Pejabat Balik
Nama’

Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1959.

Tanah Indonesia yang belum pernah didaftar, tetapi karena
perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, maka didaftarkan yaitu :
Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang tanahnya belum dibukukan.

Akta ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai
dilaksanakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
{PPAT) yang berwenang yang tanahnya sudah dibukukan, tapi
belum didaftarkan.

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah
vang diambil pemerintah.

Pajak, girik, pipil, ketitir, dan verponding Indenesii.

Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor
peayanan pajak bumi dan bangunan.

Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi

tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/ kelurahan.

ili.  Tanah Indonesia yang belum pernah didaftarkan dan belum wajib
didaftar.
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Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dngan mudah dapat dipahami oleh
pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah
periu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat
memberikanjaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu
sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan
golongan ekonomi lemah.

Asas mutakhir, dimaksud kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharan datanva. Data yang
tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk it perlu diikuti
kewaiiban mendattar dan pencatatan yang terjadi di kemudian hari. Sehingga
diharapkan yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan
nyata di lapangan.

Azas terbuka, dimaksud bahwa masyarakat dapat mempercich keterangan

mengenai data-data yang benar setiap saat.

B. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting,
oleh karena sebahagian besar kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah.
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bahwa yang dapat :nempunyai hak
atas tanah secara penuh adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun
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perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya untuk
dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

Untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum hak atas tanah, maka
setiap orang vang memperoleh dan memiliki hak hendaknya mengusahakannya
agar dapat memiliki sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian si pemilik
sertipikat hak atas tanah tersebut akan lebih merasa aman dan tenang untuk
mempergunakan haknya.

Membicarakan hak-hak tanah ini maka kita harus meninjaunya dari
berbagai sudut hukum yang hidup di Indonesia, baik itu hukum adat, perdata dan
agraria.

1. Hak Atas Tanah Mepurut Hukum Adat

Hak-hak atas tanah menurut hukum adat ini di Indonesia dapat kita lihat
seperti hak pertuanan dari persekutuan desa.

Hak pertuanan ini vang dinemakan hak ulaya: tidak melekat pada
perseorangan (individu), melainkan pada suatu persekutuan seperti didesa di
jawa.46

Hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku keluar maksudnya
warga Juar masih ada kemungkinan untuk dapat menggarap t: nah ulayat tersebut
dengan izin persekutuan serta telah membayar uang pemasukan. Memang pada
prinsipnya warga luar tidak boleh menggarap tanah ulayat itu.

Sedangkan berlaku ke dalam, persekutuan sebagai keseluruhan yang

berarti semua warga persekutuan bersamaan kesatuan, hak ulayat dimaksud

“ Wirjono Prodjodikoro, 1980. “Hukum Perdata T. entang Hak Atas Benda”,
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Jadi dalam hal ini untuk lebih jelas mengenai hak atas tanah yang dapat
diperoleh seorang warga dari persekutuan hukum di dalam lingkungan tanah
ulayat di mulai dengan :

a. Hak membuka tanah : untuk memperoleh hak ini pada umumnya
diperlukan izin karena tanpa izin dari yang berwajib perbuatan itu
melanggar hukum dan pekerjaan yang telah dimulai harus dihentikan.
Pemberi izin biasanya hanya dengan lisan saja

b. Hak memungut hasil : hak memungut hasil, satu hak perseorangan ataas
tanah, hak ini mempunyai sifat sementara dengan perkataan lain hanya
dapat diperoleh untuk satu tahun panen.

c. Hak wenang pilih : hak ini adalah hak pertama terhadap tanah, hak
seseorang warga untuk didahulukan dari yang lain mengusahakan
menguasai tanah. Haknya ini tidak dapat dipertahankan apabila dilewatkan
dengan begitu saja waktu untuk menanam, karena seorang warga yang lain
dapat menuntut supaya tanah tersebut diusahakan terus atau diberikan
kepada yang menuntut untuk diusahakannya.

d. Hak belengket atau hak wenang beli : hak seseorang untuk didahulukan
dari orang lain mendapat kesempatan membeli tanah pertanian/ perumahan
dan empang dengan harga yang sama disebut hak belengket’hak wenang
beli.

e. Hak milik : dengan meninggalkan cara mengusahakan tanah hanya satu
tahun panen saja, sebagaimana pada hak memungut hasil maka terjadilah
pengusahaan tanah yang lebih kekal oleh seseorang warga atas tanah yang
dapat disebut sebagai hak miliknya, jadi hak milik timbul apabila sebidang
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f.

tanah diusahakan terus-menerus dan/atau ditanami dengan tanaman keras
seluruhya.

Hak atas tanah perumahan : hak ini adalah hak setiap orang yang telah
berumah tangga (kawin) atas sebidang tanah untuk perumahan, biasanya
ini telah ditentukan pada suatu tempat tertentu. Dalam hal ini yang
membutuhkannya harus meminta izin kepada Kepala Persekutuan. Setelah
itu harus membebaskan tanah dari segala beban, umpamanya membayar
ganti kerugian untuk tanaman kepada pemiliknya.

Hak atas tanah jabatan : selama dalam masa jabatan seorang warga
diberikan sebidang tanah yaitu tanah jabatan. Dari tanah ini ia berhak dan
dapat menarik keuntungan. Hak yang diterangkan diatas ini adalah hak
yang diperoleh dengan mengadakan satu tindakan, perbuatan vang tegas.
mengadakan ikatan dengan tanah, yang di dalam asiinya dikuasai penuh
oleh hak ulayat dari satu persekutuan hukum.

Hak Atas Tapah Menurut Hukum Perdata

Dengan keluarnya UUPA No. 5 Tahun 1960, ketentuan-ketentuan dalam

Buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan hipotik

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Jadi jelasnya bahwa hak-hak atas tanah

vang diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Namun demikian untuk melihat perbandingan pengaturan hak-hak atas

tanah itu, maka penulis merasa perlu menguraikan hak-hak atas tanah menurut

KUH Perdata yaitu :
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telah dikenal sejak jaman dahulu kala sebab hak guna usaha dan hak guna
bangunan semula tidak dikenal oleh masyarakat kita sebab tidak ada
persamaannya dalam hukum adat dan kedua hak diatas itu memenuhi
keperiuan masyarakat modern dewasa ini. Yang dimaksud hak guna usaha
pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuvasai dalam jangka waktu sebagaimana
tersebut dalam Pasal 29 UUPA, dan digunakan oleh perusahaan pertanian,
perikanan atau peternakan.
c. Hak guna bangunan : diatur pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Pokok Agraria yang berbunyi :
1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

P

Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperiuan serta
keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1)
dapat diperpanjang dengan waktu 20 (dua puluh) tahun.

d. Hak pakai : adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanzh yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain,
yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perianjian
sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok

Agraria Pasal 41.
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€.

Hak pengelolaan : hak ini termasuk kepada hak yang bersifat sementara
juga disebut hak lainnya. Yang dimaksud dengan hak lainnya adalah hak-
hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapi diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang lain. Maka yang dimaksud dengan
hak pengelolaan adalah hak khusus untuk perusahaan-perusahaan milik
pemerintah guna menyelenggarakan usaha industrial estate, pembangunan

perumahan dan perusahaan tanah pada umumnya.

Tata Cara Jual Beli Hak Atas Tanah

Terhadap tanah-tanah yang bersertipikat apabila terjadi peralihan hak

maka terkena ketentuan peralihan hak. Prosedur jual beli tanah yang bersertipikat

adalah sebagai berikut :

1.

Pemohon datang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pemohon dalam hal ini penjuai dan pembeli yang telah sepakat untuk
melakukan jual beli datang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
setempat dengan membawa sertipkat hak atas tanah yang akan dijual.
Pengecekan sertipikat yang dijual.

Berdasarkan hak atas tanah yang akan dijual tersebut, Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) membuat pengantar kepada Kepala Kantor
Pertanahan untuk melaksanakan pengecekan atas sertipikat tersebut guna
mengetahui apakah sertipikat tersebut sesuai dengan asli yang ada di
Kantor Pertanahan dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah melakukan pengecekan

dengan yang asli, jika telah sesuai sertipikat tersebut diberi bukti bahwa
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telah dilaksanakan pengecekan berupa stempel dengan tulisan telah
diperiksa sesuai dengan aslinya dan diparaf, istilah pengecekan sertipikat
ini sering disebut dengan cek bersih. Apabila sertipikat tidak sesuai
dengan aslinya maka oleh Kepala Kantor Pertanahan melaporkan kepada
yang berwajib bahwa ada pemalsuan sertipikat.

3. Pembuatan akta jual beli.
Hasil dari pengecekan sertipikat atau cek bersih, Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) membuat akta jaul beli dengan menghadirkan penjual dan
pembeli serta saksi sebelum melakukan pembuatan akta tersebut terlebih
dahulu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menghitung besarnya Pajak
Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Yang harus dibayar terlebih dahulu di Bank-Bank Persepsi atau
Kantor Pos setempat jika hasil perhitungan dikenakan biaya tersebuit.
Perhitungan Pajak Penghasiian (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 48 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996 yang
dikenakan kepada penjual sedangkan perhitungan BPHTB berdasarkan
Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun
2000 yang dikenakan kepada pembeli. Hal ini jelas bahwa bentuk dan
format isi dari pada akte peralihan hak atas tanah yang telah bersertipikat
telah baku, tidak dapat dirubah baik itu berdasarkan keinginan dari penjual
atau pembeli atau dari pejabat yang berwenang membuat akte.

4. Pendaftaran sertipikat
Setelah dibuatkan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

berdasarkan pengantar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
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BABY
PENUTUP
A, Simpulan

1. Mekanisme jual beii tanah tergambar dalam beberapa tahapan yang perlu
diketahui :

- Memeriksa bukti fisik tanah, termasuk batas-batasnya yang jelas dan
sebaiknya ada patok batasnya.

- Memeriksa bukti-bukti kepemilikan berupa surat-surat tanah.

- Memeriksa bukti pembayaran pajak (PBB) sampai 10 tahun ke belakang.

2. Memeriksa bukti pemindahan hak tanah dari pemilik sebelumnya ke
pemilik sekarang. Tata cara pendaftaran tanah yang belum bersertipikat
yang telah diperjual beiikan menurut PP No. 24 Tzhun 1997 yaitu :

a. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyerahkan dokumen-
dokumen jual beli tanah yang lengkap kepada Kentor Pertanahan.

b. Kepala Kantor Pertanzhan kemudian meneliti kelengkapan dokumen
tersebut.

c. Kemudian dilakukan pengumpulan keterangan dan data tentang tanah.

d. Kemudian dilakukan pengumuman di kantor pertanahan dan kelurahan.

¢. Pemberian sertipikat tanah kepada pemegang hak.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga pelaksanaan pendaftaran
tanah tersebut tidak berjalan dengan baik, dapat dibagi atas 2 kelompok

yaitu:
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